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1.1 Latar Belakang

Tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan mendasar yang
diperlukan oleh seluruh manusia. Seiring dengan berkembangnya populasi
manusia dan meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan akan tempat tinggal
juga turut meningkat. Perpindahan penduduk antarnegara pun semakin bebas
diakibatkan oleh arus globalisasi yang memudahkan seseorang untuk tinggal
dari satu negara ke negara lainnya.

Pada kenyataanya, arus globalisasi khususnya dalam kegiatan
perekonomian semakin terlihat. Pada tahun 2015, pemerintah Indonesia
memberlakukan bebas visa ke 90 negara yang menyebabkan peningkatan
sejumlah 19 persen warga asing yang masuk ke Indonesia sejak Oktober
sampai Desember 2015. Lebih tepatnya, penduduk mancanegara yang
berkunjung ke Indonesia selama tahun 2015 mencapai 10,41 juta kunjungan.*

Indonesia merupakan salah satu anggota dari organisasi The
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Pada tahun 2015, ASEAN
membentuk suatu komunitas yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
yang mengakibatkan aliran bebas barang bagi negara-negara ASEAN,

dampak arus bebas jasa, dampak arus bebas investasi, dampak arus tenaga

! “Badan Pusat Statistik” https://www.bps.go.id/brs/view/id/1055 diakses pada tanggal 7
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kerja terampil, dan dampak arus bebas modal.? Konsekuensi yang timbul dari
MEA adalah arus tenaga kerja dapat dengan mudah dan bebas bekerja di
negara-negara lain di ASEAN.

Indonesia adalah negara berkembang yang menganut sistem
hukum Civil Law atau Eropa Kontinental. Sistem hukum di Indonesia lebih
mengedepankan kodifikasi hukum daripada temuan-temuan hukum.® Dalam
sistem hukum ini, hakim hanya berfungsi “menetapkan dan menafsirkan
peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya” dan putusan hakim
hanya mengikat para pihak yang berpekara saja (doktrin Res Ajudicata).*

Dasar hukum tertulis yang mengatur tentang pertanahan di wilayah
Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Pasal 1 ayat (1)
UUPA menyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia yang adalah kesatuan
tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa
Indonesia. Lebih dalam lagi, Pasal 2 UUPA menyatakan bahwa seluruh bumi,
air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang ada di wilayah
Indonesia merupakan kekayaan nasional. Kedua pasal tersebut secara jelas
mencerminkan bahwa asas hukum pertanahan di Indonesia adalah asas
nasionalitas, yang memiliki arti bahwa pada dasarnya seluruh bumi, air, dan

ruang angkasa adalah kekayaan nasional.

2 “Masyarakat Ekonomi ASEAN” http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150-
artikel-keuangan-umum/20545-masyarakat-ekonomi-asean-mea-dan-perekonomian-indonesia
diakses pada tanggal 7 Mei 2017.
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UUPA berlandaskan pada suatu prinsip bahwa untuk menuju cita-
cita yang diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal tersebut
merupakan landasan dasar hukum pertanahan nasional di Indonesia yang
memiliki tujuan untuk menjaga kesejahteraan hidup rakyat dengan
mekanisme penguasaan pertanahan oleh Negara.

Adapun hak menguasai negara meliputi seluruh bumi, air, dan
ruang angkasa, namun disamping adanya tanah negara, dikenal pula adanya
tanah-tanah hak, baik yang dipunyai perseorangan maupun badan hukum.’
UUPA mengatur jenis-jenis tanah yang ada di wilayah Indonesia yaitu tanah
negara, tanah adat dan tanah hak. Tanah hak adalah tanah-tanah yang dilekati
dengan suatu hak, yakni hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak
pakai, hak pengelolaan, tanah ulayat, tanah wakaf dan tanah lainnya yang
diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum pertanahan di Indonesia sebagaimana diatur dalam UUPA
merupakan dasar dan landasan hukum untuk menguasai dan memiliki tanah
dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keperluan rakyat. Peraturan yang
mengatur tentang pertanahan di Indonesia sangatlah penting mengingat
perkembangan dari kebutuhan penduduk, baik warga negara Indonesia dan

warga negara asing, akan pertanahan yang terus meningkat.
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Pada dasarnya, warga negara asing tidak dapat membeli rumah
dengan sertifikat hak milik di wilayah Indonesia. Meski demikian, warga
negara asing memiliki hak untuk membeli rumah dengan memperhatikan
beberapa syarat sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau
Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia dan Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian,
Pelepasan Atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau
Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.

Jika dilihat dari letak geografis, Negara Indonesia adalah negara
Asia yang terdekat dengan negara Australia. Kedua negara tersebut sudah
menjalin hubungan bilateral sejak tahun 1945.° Meski hubungan bilateral
Indonesia dan Australia tidak lepas dari permasalahan, dewasa ini hubungan
bilateral berjalan dengan baik dan stabil. Negara Australia telah mendapat
pengakuan dari mata dunia sebagai salah satu negara yang memiliki
perkembangan politik, sosial, ekonomi dan keamanan nasional yang stabil
sehingga memiliki daya tarik tersendiri bagi investor asing yang ingin
memiliki rumah di Australia.

Dibandingkan dengan negara Indonesia, negara Australia memiliki
peraturan tentang pertanahan yang cukup berbeda. Meski secara geografis

terlihat letak kedua negara tersebut saling berdekatan, tetapi hukum yang
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mengatur pertanahan tidaklah sama. Oleh karena letak geografis yang
berdekatan, Indonesia merupakan negara tetangga yang sangat strategis bagi
kepentingan Australia, baik dari bidang keamanan, bidang perekonomian dan
bidang sosial-politik. Australia dipandang sebagai negara yang memiliki
ekonomi yang stabil dan kokoh sehingga, merupakan keuntungan Indonesia
jika menjalin relasi yang baik dengan Negeri Kangguru tersebut.

Tidak seperti negara-negara pada umumnya, Australia memiliki
sistem hukum dan asas-asas hukum yang berbeda yang membuat negara
Australia unik dan memiliki ciri khas tersendiri. Salah satunya dapat dilihat
dari 3 tingkat pemerintahan yang dimiliki oleh Australia yaitu
Commonwealth, State dan Territory.

Negara Australia terletak di bagian selatan dunia dan merupakan
benua terkecil di dunia. Negara persemakmuran Inggris tersebut memiliki
delapan negara bagian yang terdiri dari enam negara bagian dan dua wilayah
besar. Enam negara bagian tersebut antara lain adalah New South Wales,
Queensland, Victoria, Tasmania, Australia Barat, Australia Selatan dan dua
wilayah besar yaitu Northern Territory dan Australian Capital Territory.
Masing-masing pemerintahan negara bagian tersebut memiliki kedaulatan
untuk menentukan hukum yang berlaku di dalam wilayahnya dengan
memperhatikan tingkatan hukum yang berada diatasnya agar tidak saling
bertentangan.

Dalam penelitian ini, secara khusus akan membahas hukum yang

berada di negara bagian Victoria. Victoria adalah negara bagian Australia



dengan wilayah terkecil, meski demikian, Victoria menempati peringkat
kedua terkait dengan penduduk terpadat di Australia. Victoria memiliki luas
tidak lebih dari 237.629 km? sedangkan jumlah penduduk Victoria
berdasarkan sensus yang dilakukan oleh Pemerintah Australia adalah sekitar
6,1 juta jiwa pada September 2016. Jumlah penduduk di Victoria bertambah
sekitar 127 ribu jiwa dari tahun sebelumnya.’

Tidak berbeda dengan negara bekas jajahan koloni Inggris lainnya,
Australia juga menganut sistem hukum Common Law. Sistem hukum
Common Law juga dikenal dengan sistem hukum Anglo-Saxon merupakan
sistem hukum vyang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-
keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-
hakim selanjutnya.

Secara umum hukum pertanahan yang berlaku di Australia tidak
jauh berbeda dari konsep hukum pertanahan yang berlaku di Inggris. Konsep
yang berlaku di sistem hukum Common Law merupakan konsep feodal yaitu
semua tanah adalah milik Raja, tidak ada orang lain yang memiliki tanah.
Hak yang dimiliki oleh rakyat hanya menguasai dan menggunakan tanah
tersebut. Meski demikian, dewasa ini posisi penguasa tanah telah beralih dari
milik Raja menjadi milik Negara.

Pemerintah Australia secara khusus memberikan hak bagi warga
negara asing untuk dapat berinvestasi atau memiliki rumah di wilayah

negaranya. Meski demikian, calon investor asing harus memenuhi syarat-
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syarat untuk mendapatkan persetujuan dari sebuah badan yaitu Foreign
Investment Review Board agar dapat memiliki rumah di Australia.

Permasalahan timbul ketika para pekerja asing yang berada di
wilayah negara memerlukan tempat tinggal sebagai kebutuhan yang mendasar
untuk bekerja di wilayah negara tersebut. Problematika pertanahan di wilayah
Indonesia terus bertambah sesuai dengan kebutuhan manusia, yang pada
akhirnya hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Penting untuk mengatur
perolehan kepemilikan atas rumah bagi orang asing untuk memberikan
kepastian hukum, menjamin hak-hak para pihak dan menghindari perselisihan
yang dimungkinkan terjadi.

Kepemilikan atas tanah di suatu negara merupakan sebuah hal
yang yang penting mengingat tanah merupakan bagian dari wilayah dan
kedaulatan sebuah negara. Unsur-unsur sebuah negara terdiri atas 3 hal yaitu
wilayah tertentu, rakyat dan pemerintahan yang akui.? Wilayah dari sebuah
negara termasuk tanah, air dan udara.

Mengetahui bahwa perbedaan penerapan hukum yang diatur oleh
kedua sistem hukum tersebut, serta perbedaan penerapan kaidah hukum dari
sebuah negara maka dengan membandingkan sistem hukum dapat ditarik
suatu nilai pembelajaran untuk melengkapi ketimpangan yang masih terjadi
dalam penerepan nyata dari kaidah hukum. Terlebih dalam hal yang
berhubungan dengan kepemilikan atas rumah oleh warga negara asing di

Indonesia dan Australia khususnya di wilayah Victoria.
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Ketentuan yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan
tanah dibuat karena tanah memegang peranan penting bagi kehidupan
manusia. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi suatu tindakan atau perbuatan
sewenang-wenang dari pihak-pihak tertentu yang bersifat merugikan.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan, dapat terlihat
berbagai polemik yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, maka dapat
dirumuskan penelitian mengenai “Perbandingan Hukum Kepemilikan atas
Rumah oleh Warga Negara Asing di Indonesia dan Australia khususnya
di wilayah Victoria”.

1.2  Rumusan Masalah
Berdasarkan dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas,
dan makalah penelitian ini mencapai tujuan yang diharapkan untuk itu
perlu disusun rumusan masalah yang telah diidentifikasikan, yaitu:

1. Bagaimana perbandingan sistem hukum pertanahan di
Indonesia dan sistem hukum pertanahan di Australia?

2. Bagaimana perbandingan hukum kepemilikan atas rumah
oleh warga negara asing di Indonesia dan Australia
khususnya di wilayah Victoria?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk  menelusuri, menemukan dan  menganalisis
perbandingan sistem hukum pertanahan yang dianut oleh

negara Indonesia dan negara Australia khususnya di wilayah



Victoria dengan mencari perbedaan dan persamaan
pemberlakuan dari sistem hukum yang dianut oleh masing-
masing negara.

Untuk  menelusuri, menemukan dan  menganalisis
perbandingan hukum kepemilikan atas rumah oleh warga
negara asing di Indonesia dan Australia khususnya di wilayah

Victoria.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat praktis untuk:

1.

lImu hukum khususnya di bidang keperdataan tentang
pertanahan agar dapat terus dikembangkan dan bermanfaat
bagi kepentingan umum.

Bertambahnya pengetahuan umum seluruh pihak tentang
hukum perdata yang terkait dengan pertanahan. Khususnya,
bagi para mahasiswa atau pihak terkait lainnya yang
memerlukan pengetahuan atau data yang berkaitan dengan
perbandingan hukum pertanahan di Indonesia dan Australia
khususnya wilayah Victoria.

Dapat menemukan kesalahan atau kekurangan hukum dan
diharapkan dapat memperbaiki agar keadilan dan jaminan

hukum dapat ditegakkan.



1.4.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoritis untuk:

1. Masyarakat
Peneliti berharap dapat membagikan ilmu untuk masyarakat,
terlebih khusus bagi masyarakat yang ingin melakukan
pembelian atau peralihan kepemilikan atas rumah kepada
orang asing.

2. Civitas Akademik
Peneliti berharap agar penelitian ini dapat menambah
pengetahuan yang jelas khususnya terkait dengan
perbandingan hukum kepemilikan atas rumah oleh warga
negara asing di negara Indonesia dan negara Australia
khususnya di wilayah Victoria yang dapat dikembangkan
dalam dunia pendidikan khususnya bagi para calon sarjana
hukum.

3. Peneliti
Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini agar dapat
menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum
khususnya berkaitan dengan hukum perdata mengenai
peraturan kepemilikan atas rumah oleh warga negara asing di

Indonesia dan Australia khususnya wilayah Victoria.
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1.5 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan adalah susunan sistematika dalam sebuah

penelitian. Adapun penelitian terhadap Perbandingan Hukum Kepemilikan
Atas Rumah Untuk Orang Asing di Indonesia dan di Australia Khususnya
Wilayah Victoria menguraikan :

BAB | PENDAHULUAN

Dalam ulasan pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan penelitian, dan

sistematika penelitian.

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan tentang:

i. Landasan teoritis dan konsep tentang sistem hukum di Indonesia,
sistem hukum Civil Law, hukum pertanahan di Indonesia, hak atas
tanah di Indonesia, sistem pendaftaran tanah di Indonesia dan
kepemilikan rumah oleh warga negara asing di Indonesia.

ii.  Landasan teoritis dan konsep tentang sistem hukum di Australia,
hukum pertanahan di Australia, hak atas tanah di Victoria, sistem
pendaftaran tanah di Victoria dan kepemilikan rumah oleh warga

negara asing di Victoria.
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BAB |1l METODE PENELITIAN
Dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, metodologi penelitian, jenis
penelitian, jenis data, teknik analisis data, pendekatan penelitian, hambatan
dan penanggulangan.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
i.  Memberikan analisis tentang perbandingan sistem hukum
pertanahan yang berlaku di Indonesia dan di Australia.

iii.  Memberikan analisis hukum tentang perbandingan kepemilikan
atas rumah oleh warga negara asing di Indonesia dan di Australia
khususnya wilayah Victoria.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini Peneliti akan memberikan kesimpulan dari hasil analisis
data-data dan perbandingan hukum yang telah dilakukan. Pada bagian ini,
peneliti akan memberikan jawaban dari pertanyaan yang terdapat dalam
rumusan masalah. Peneliti akan memberikan saran berdasarkan

kesimpulan yang diperoleh.
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